
 
 

 

 

 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 NOMOR 4 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah 
beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, 

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada 
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Tahun  Anggaran 2016; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 



 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 4421); 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 

Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4934); 

 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007PerubahanKetigaAtas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Pemerintah 65 tahun 2010(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan  dan penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006  tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



 
 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 535); 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 
 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 
 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693)sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2009; 



 
 

 
Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

dan 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Permendagri  Nomor 32 Tahun 

2011 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 
 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 1744); 
 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja DaerahTahun Anggaran 2015(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 

Anggaran2016 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3). 
 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang PerubahanAnggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun  Anggaran 2016(Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 5); 
 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74). 
 



 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 
ANGGARAN 2016 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; 
e. laporan arus kas 

f. neraca dan; 
g. catatan atas laporan keuangan. 

 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah 

perusahaan daerah. 
 

Pasal 2 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 
a. pendapatan Rp. 865.796.622.415,63.-   

b. belanja Rp. 867.115.790.169,67.-   

 defisit   Rp. (1.319.167.754,04).- 

c. pembiayaan 
 1. penerimaan  Rp. 27.293.523.739,44.-   
 2. pengeluaran Rp. 23.955.063.039,00.-   

  Pembiayaan net   Rp. 3.338.460.700,44.- 

 

Pasal 3 
 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut : 
a. selisih anggaran dengan realisasipendapatan sejumlah Rp. 

(101.993.330.297,37,-)dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan setelah 
perubahan 

Rp. 967.789.952.713,00- 

2. realisasi Rp. 865.796.622.415,63- 

  selisih kurang Rp. (101.993.330.297,37-) 
 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanjaRp. (130.644.864.588,33-) dengan 

rincian  sebagai berikut: 
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 997.760.654.758,00,- 

2. realisasi Rp. 867.115.790.169,67,- 

  selisih kurang Rp. (130.644.864.588,33-) 

 

 

 

c. selisih anggaran dengan realisasisurplus/defisit 
sejumlahRp.28.651.534.290,96-dengan rincian sebagai berikut:  



 
 

1. surplus belanja setelah perubahan Rp. (29.970.702.045,00,-) 
2. realisasi Rp. (1.319.167.754,04-) 

  selisih lebih Rp. 28.651.534.290,96- 
 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 

(27.900.922.305,56,-) dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 55.194.446.045,00,- 
2. realisasi Rp. 27.293.523.739,44,- 

  selisih kurang Rp. (27.900.922.305,56,-) 
 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah                              
Rp. (1.268.680.961,00,-) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran setelah 
perubahan 

Rp. 25.223.744.000,00,- 

2. realisasi Rp. 23.955.063.039,00,- 

                           selisih kurang Rp. (1.268.680.961,00,-) 

f. selisih anggarandengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 
(52.610.763.846,96) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiyaan setelah perubahan Rp. 29.970.702.045,00,- 

2. realisasi Rp. 3.338.460.700,44,- 

  selisih kurang Rp. (26.632.241.344,56),- 

 

Pasal 4 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 

2016 sebagai berikut : 
a. jumlah aset Rp. 1.613.057.688.125,51- 

b. jumlah kewajiban Rp. 120.507.984.456,20,- 
c. jumlah ekuitas dana Rp. 1.492.549.703.669,31- 
 

Pasal 5 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun 

yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut  : 
a. saldo kas awal per 1 januari 2016 Rp. 26.866.827.578,67,- 

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 302.963.463.340,63- 
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non-

keuangan 
Rp. (304.282.631.094,67,-) 

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (23.357.063.039,-) 
e. arus kas dari aktivitas investasi aset non-

anggaran 
Rp. 7.758.498.653,77,- 

f. saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 9.949.095.439,40,- 
 

 
Pasal 6 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun 
anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

atas pos-pos laporan keuangan. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pasal 7 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

 Lampiran I.1 : RingkasanLaporanRealisasimenuruturusanpemerinta
handearahdanorganisasi; 

 Lampiran I.2 : RincianLaporan 
RealisasiAnggaranmenuruturusanpemerintahandaera
h, organisasi, pendapatan, belanjadanpembiayaan; 

 Lampiran I.3 : RekapitulasiRealisasiAnggaranBelanja Daerah 
menuruturusanpemerintahdaerah, organisasi, 
program dankegiatan; 

 Lampiran I.4 : RekapitulasiRealisasiAnggaranBelanja Daerah 
untukkeselarasandanketerpaduanurusanpemerintah

daerahdanfungsidalamkerangkapengelolaankeuangan
negara; 

 Lampiran I.5 : Daftarjumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; 

 Lampiran I.6 : Daftarpenyertaan modal (investasi) daerah; 

 Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 

 Lampiran I.8 : DaftarPerkiraanpenambahandanpenguranganasetlain

nya; 

 Lampiran I.9 : Daftarkegiatan-kegiatan yang 
belumdiselesaikansampaiakhirtahundandianggarkan

kembalidalamtahunanggaranberikutnya; 

 Lampiran I.10 : Daftarnamacadangandaerah; 

 Lampiran I.11 : Daftarpinjamandanobligasidaerah; 

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Lampiran III : Laporan operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 

e. Lampiran V : Laporan arus kas; 

f. Lampiran VI : Neraca; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan dan; 

h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. 

 

Pasal 8 

LampiranlaporanKeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal I ayat (2) 
adalahlaporanKirerja yang tercantumdalamLampiran IXPeraturan Daerah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pasal 9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat.  

   

Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal  28 Agustus 2017 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

 
Dto. 

 
UMAR AHMAD 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARATTAHUN 2017 
NOMOR 4 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

 

 

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
Pembina 
NIP. 19770409 200212 1 008 

 
 

 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG : 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal  29 Agustus 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 
 

 
Dto. 
 

HERWAN SAHRI 


